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Pembangunan gedung kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara

diharapkan rampung dan difungsikan pada 2028. Dengan begitu, Nusantara di Provinsi

Kaltim di harapkan menjadi ibu kota politik Indonesia.

Pimpinan Majelis Permusyawratan Rakyat (MPR) RI periode 2024-2029 berkunjung
ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat (24/1). Rombongan yang dipimpin Ketua MPR RI
Ahmad Muzani itu, ingin memastikan kesiapan infrastruktur pemerintah sebelum IKN

menjadi ibu kota politik Indonesia pada 2028 mendatang.
”Kehadiran kami di IKN adalah bentuk dukungan kepada IKN dan Otorita IKN untuk

melakukan percepatan pembangunan IKN,” ujar Ahmad Muzani kepada awak media

usai kunjungannya di Taman Kusuma Bangsa, KIPP IKN
PROGRES PEMBANGUNAN: Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono (pegang

mik) memaparkan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif kepada Ketua
MPR RI Ahmad Muzani (tiga kiri) dan rombongan di KIPP IKN, Jumat (24/1)
Selain Ahmad Muzani, pimpinan MPR RI yang turut hadir yakni Wakil Ketua V MPR
RI Hidayat Nur Wahid (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera), Wakil Ketua VI MPR RI

Eddy Soeparno (Fraksi Partai Amanat Nasional), Wakil Ketua VII MPR RI Edhie

Baskoro Yudhoyono (Fraksi Partai Demokrat), dan Wakil Ketua VIII MPR RI Abcandra
Muhammad Akbar Supratman (Kelompok Dewan Perwakilan Daerah).

Politikus Gerindra ini melanjutkan, legislatif ingin mengecek langsung kesiapan proses

pembangunan penyelenggaraan negara secara keseluruhan. Baik eksekutif, legislatif,
dan yudikatif. "Tadi kami mendapat penjelasan dari Kepala Otorita IKN cukup jelas dan

cukup tegas. Bahwa prosesnya menuju 2028 termasuk gedung DPR, DPD, MPR,
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beserta semua fasilitas dan pendukungnya, termasuk MA, MK, dan fasilitas

pendukungnya akan dibangun,” kata Muzani.

Muzani menyampaikan apresiasi bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan

dukungan dengan menyetujui anggaran kelanjutan pembangunan IKN selama lima
tahun ke depan. Nominal anggaran pembangunan tahap kedua periode 2025-2029

sebesar Rp48,8 triliun. Hal ini sekaligus menjawab keraguan kelanjutan pembangunan
IKN pada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

”Kami bersyukur DPR dan pemerintah memutuskan untuk memberikan anggaran

Rp48,8 triliun, multiyears, untuk penyelesaian pembangunan IKN. Dan itu berarti

percepatan untuk pembangunan IKN makin jelas. Makin tegas. Apa yang selama ini

menjadi tanda tanya bagaimana pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto

sekarang sudah diputuskan bahwa 2028, insyaallah Republik Indonesia akan beribu

kota di IKN,” terangnya.
Pada rangkaian kunjungan kerja pimpinan MPR RI ke IKN, ada sejumlah lokasi yang

dikunjungi. Yakni Taman Kusuma Bangsa, kemudian rombongan menginap di Swissotel

Nusantara, yang menjadi hotel bintang lima yang pertama beroperasi di IKN. (kip/riz)
Sumber berita:

1. Kaltim Post, Dari Kunjungan Perdana Pimpinan MPR ke IKN Tinjau Kesiapan

Pembangunan Kompleks Legislatifdan Yudikati, 25/01/25
Catatan:

1. Dalam Pasal 36B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota

Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2023 antara lain diatur sebagai berikut:

(4) Otorita Ibu Kota Nusantara bertanggung jawab dalam penyelenggaraan

perumahan di Ibu Kota Nusantara.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan,

pengaturan, pengendalian, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Ibu Kota Negara.
2. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2022 tentang

Pendanaaan dan Pengelolaan Anggaran dalam rangka Persiapan, Pembangunan,
dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Khusus Ibu Kota Nusantara, pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan

pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus

Ibu Kota Nusantara bersumber dari:

a. APBN dan/atau

b. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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